
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

Mengingat: 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan 
ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada 
Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan 
Peraturan W alikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada 
Dinas Kesehatan Kota Tarakan; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 3711); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

PADA DINAS KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA TARAKAN, 

WALIKOTA TARAKAN 
PROVINS! KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN 
NO MOR 21 TAHUN 2019 

TENT ANG 



Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tarakan. 

2. Walikota adalah Walikota Tarakan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan. 

6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tarakan. 
7. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada 
Dinas Kesehatan Kota Tarakan. 

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah Kepala 
Puskesmas. 

9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada 
Puskesmas. 

10. Jabatan Fungsional adalah Pejabat Fungsional pada 
Puskesmas. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan 

9. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Kesehatan Kata Tarakan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan. 

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah; 



(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis Puskesmas Kelas A pada Dinas Kesehatan. 

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Puskesmas Karang Rejo; 
b. Puskesmas Mamburungan; 
c. Puskesmas Gunung Lingkas; 
d. Puskesmas Juata; 
e. Puskesmas Pantai Amal; dan 
f. Puskesmas Sebengkok. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi­ 
tingginya di wilayah kerjanya. 

12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi 
timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, 
kelompok dan masyarakat. 

13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat 
UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 
pelayanan kesehatan yang ditunjukan untuk peningkatan, 
pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan 
penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 
perorangan. 

14. Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama adalah Upaya 
Kesehatan Masyarakat yang meliputi upaya kesehatan 
masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat 
pengembangan. 

15. Upaya Kesehatan Perseorangan Tingkat Pertama adalah 
Upaya Kesehatan Perseorangan yang diberikan kepada 
masyarakat dalam bentuk rawat jalan, pelayanan gawat 
darurat, pelayanan satu hari (one day care}, home care 
dan/atau rawat inap berdasarkan pertimbangankebutuhan 
pelayanan kesehatan. 



( 1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari: 
a. Kepala Puskesmas; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan 

Masyarak.at; 
d. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium; 
e. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan 

jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana pada 
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

BABV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 
Puskesmas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; 
dan 

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. 

Pasal 5 

Pasal 4 

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan 
untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah 
kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan 
sehat. 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

( 1) Puskesmas merupakan unsur pelaksana tugas teknis 
operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan 
fungsi Dinas Kesehatan. 

(2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Pukesmas yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 



Pasal 9 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan pegelolaan urusan rencana keuangan, 

kepegawaian, ketatausahaan, barang inventaris, 
ketatalaksanaan, pelaporan dan hubungan masyarakat; 

b. penyiapan dan pelaksanaan rencana program, bahan 
perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang 
layanan kesehatan; dan 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 8 
Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan, 
mengelola ketatusahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan 
pelaporan, humas dan keuangan. 

Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha 

( 1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas merencanakan, 
merumuskan kebijakan membina administrasi dan teknis, 
mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi 
pengelolaan Puskesmas. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana program dan kegiatan Puskesmas; 
b. pemantauan pelaksanaan pelayanan kesehatan; 
c. pelaksanaan konsultasi koordinasi dengan instansi 

terkait dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil 
guna; 

d. penyelenggaraan urusan tatalaksana; 
e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, 

perlengkapan dan keuangan; 
f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai 

bahan evaluasi kegiatan; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesatu 
Kepala UPT Puskesmas 

Pasal 7 



Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat 
mempunyai tugas : 
a. menyusun perencanaan berdasarkan analis capaian kinerja 

sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; 
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; 
c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan 

pemberdayaan masyakat di bidang kesehatan; 
d. menggerakan masyarkat untuk mengidentifikasi dan 

menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat 
perkembangan masyakat dan bekerjasama dengan sektor lain 
terkait; 

e. memantau pelaksanaan pembangunan yang berwawasan 
pembangunan kesehatan; 

f. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap 
akses mutu dan cakupan pelayanan kesehatan masyakat; 

g. memberi rekomendasi terkait masalah kesehatan masyakat, 
termasuk dukungan terhadap sistem kewaspanaan dini dan 
respon penanggulangan penyakit; 

h. melakukan monitoring kinerja program dan kegiatan UKM 
secara periodik; 

i. mengevaluasi kinerja program dan kegiatan UKM secara 
periodik; 

J. mengkaji permasalahan dan hambatan bersama Kepala 
Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan UKM; 

k. menindaklanjuti umpan balik dari masyakat bersama Kepala 
Puskesmas melalui upaya-upaya inovatif; 

1. mengadvokasi masyarakat dan lintas sektor terkait dalam 
Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan 
penanggulangan masalah kesehatan tertentu; 

m. advokasi tokoh masyakat dalam kelompok swabantu terkait 
perawatan masalah gizi; 

n. menyusun rencana upaya-upaya inovatif berdasarkan 
analisis capaian kinerja program; 

o. melakukan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kinerja 
program disetiap unit di bidang UKM; dan 

p. mengkoordinir dan menfasilitasi aktif terhadap setiap unit di 
bidang UKM dalam setiap pelaksanaan kegiatan. 

Bagian Ketiga 
Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan 

Masyarakat 

Pasal 10 



Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring 
fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai tugas: 
a. membuat rencana kegiatan di jaring dan jejaringan fasilitas 

pelayanan kesehatan; 
b. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan 

dan upaya kesehatan berbasis masyakat; 

Bagian Kelima 
Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium 
mempunyai tugas: 
a. menyusun kebijakan Kepala Puskesmas, keputusan Kepala 

Puskesmas tentang pelayanan klinis dan pedoman pelayanan 
klinis Puskesmas; 

b. menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) klinis dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas 
yang berada dibawah tanggung jawabnya; 

c. menyusun standar pelayanan klinis, kerangka acuan dan alur 
pelayanan klinis; 

d. mensosialisasikan kebijakan mutu pelayanan klinis kepada 
staf; 

e. menyiapkan media dan menyampaikan informasi tentang 
pelayanan klinis Puskesmas mulai ditempat pendaftaran, 
tempat pelayanan dan pihak terkait; 

f. mengkoordinir penyusunan, penetapan sasaran mutu dan 
perencanaan sasaran mutu di masing-masing unit; 

g. memonitor dan mengevaluasi kegiatan di setiap seksi dan unit 
di bidang UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; 

h. mengkoordinir dan mengatur aktif terhadap kegiatan di setiap 
seksi dan unit di bidang UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; 

i. merencanakan kebutuhan obat-obatan; 
J. merencanakan dan melakukan kegiatan di setiap seksi dan 

unit di jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; 
k. mengkoordinir dan mendukung aktif terhadap kegiatan di 

setiap seksi dan unit di bidang jejaring fasilitas pelayanan 
kesehatan; dan 

1. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan perawat melalui 
perawatan kesehatan dasar dan rujukan. 

Pasal 11 

Bagian Keempat 
Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium 

Pasal 12 



(4) Pembagian tugas kegiatan dan program dituangkan dalam 
bagan struktur yang ditetapkan melalui keputusan Kepala 
Dinas Kesehatan. 

( 1} Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas, Sub 
Bagian Tata Usaha, Penanggungjawab UKM dan Keperawatan 
Kesehatan Masyakat, Penanggungjawab UKP, kefarmasian 
dan laboratorium, Penanggungjawab jaringan perlayanan 
Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan 
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun dengan antar satuan orgamsasi 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Kepala Puskesmas berkewajiban memberikan petunjuk, 
bimbingan dan mengawasi pekerjaan yang berada dalam 
lingkungannya. 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan 
Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. 

Pasal 14 

BAB VI 
TATA KERJA 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan kepegawaian. 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing­ 
masing. 

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional 
senior. 

Pasal 13 

Bagian Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional 

c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
kegiatan di jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan 
kesehatan; 

d. memimpin rapat koordinasi jaringan dan jejaring fasilitas 
pelayanan kesehatan; dan 

e. mengkoordinir kegiatan perncatatan, pelaporan jaringan dan 
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. 



( 1) Aset yang dipergunakan oleh Puskesmas sebagai prasarana 
dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status 
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 
pengelolaan barang milik negara/ daerah. 

(3) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan 
fungsi Puskesmas merupakan pendapatan daerah. 

(4) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan bidang pengelolaan keuangan negara/ daerah. 

(5) Segala kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan 
kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang 
milik daerah dan pengelolaan puskesmas yang akan 
dikeluarkan oleh Kepala Dinas wajib dilaporkan kepada 
Walikota sebelum dilaksanakan. 

Pasal 16 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Kepala Puskemas, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok 
Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh 
Walikota. 

(2) Kepala Puskesmas adalah jabatan non struktural dan dijabat 
oleh tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural 
eselon IV b. 

(4) Penempatan dan Pengangkatan Pegawai di Lingkungan 
Puskesmas oleh W alikota dan secara teknis operasional 
bertanggung jawab pada Kepala Puskesmas. 

(5) Pejabat fungsional Puskesmas diangkat dan diberhentikan 
oleh W alikota atas usul Kepala Dinas. 

Pasal 15 

BAB VII 
KEPEGAWAIAN 



BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 249 

Diundangkan di Tarakan 
a tanggal 28 Juni 2019 

. EKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, 

RAKAN, 

Ditetapkan di Tarakan 

Pada tanggal 28 Juni 2019 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Tarakan. 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Walikota Tarakan Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok 
dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Di 
Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota 
Tarakan Tahun 2009 Nomor D-29) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 17 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 



KAN, 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KEPALA 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

PADA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN 
NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN 
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